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KATA PENGANTAR
	
	Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.
	Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. 
	Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan Gambaran penerapan prinsip-prinsip  good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.
	Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Karanganyar,      Februari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR


BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780403 199703 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sedangkan pada pasal 255 ayat 1 disebutkan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, keberadaan Satpol PP juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan hukum daerah.
Selain penegakan peraturan, Satpol PP juga berperan dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah, seperti dalam penanganan bencana, pengawasan bangunan, serta pengamanan acara-acara resmi yang melibatkan pemerintah daerah.
Dalam perkembangannya, Satpol PP tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau bencana. Mereka sering dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti evakuasi korban bencana alam dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam situasi pandemi.
Seiring dengan perkembangannya Kabupaten Karanganyar, berbagai peraturan daerah diterbitkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, baik di bidang ketertiban umum, perizinan, maupun kebijakan sosial lainnya. Satpol PP dibentuk untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan ini dapat ditegakkan secara efektif dan tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Berkenaan hal diatas disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dengan mengacu pada Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Utama serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran”.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk tugas sebagai berikut :
a. Menegakkan perda dan perkada;
b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP sebagai berikut :
a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaran perlindungan Masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat;
d. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
c. Unsurr Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2) Seksi Penindakan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1) Seksi Operasional dan Pengendalian;
2) Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
1) Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Inspeksi;
2) Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja


3. Sumber Daya
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 memiliki personel orang dengan rincian sebagai berikut :
I. Dukungan SDM : 
Tabel 1.1
1. Berdasar Golongan dan Jenis Kelamin
	Golongan
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	VII (PPPK)
	2
	-
	2

	I
	-
	-
	-

	II
	21
	-
	21

	III
	12
	1
	13

	IV
	5
	1
	6

	Jumlah
	40
	2
	42


Sumber data : Satpol PP Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024

2. Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Satpol PP Kabupaten Karanganyar yaitu :
a. Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin :
Tabel 1.2
	Pendidikan
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	SD
	1
	-
	1

	SLTP
	1
	-
	1

	SLTA
	24
	-
	24

	Diploma I/II/III
	2
	-
	2

	Diploma IV/ Strata I
	4
	1
	5

	Strata 2
	8
	1
	9

	Jumlah 
	40
	2
	42


Sumber data : Satpol PP Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024

b. Pendidikan dan Latihan :
Tabel 1.3
	Diklat
	Jumlah

	Diklat Pimpinan I
	-

	Diklat Pimpinan II
	1

	Diklat Pimpinan III
	-

	Diklat Pimpinan IV
	5


Sumber data : Satpol PP Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024

c. Pegawai Berdasarkan Usia :
Tabel 1.4
	Usia
	Jumlah

	< 20 – 35 Tahun
	2

	36–45 Tahun
	16

	>45 Tahun
	24

	Jumlah
	42


Sumber data : Satpol PP Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024

II. Sarana dan Prasarana :
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :
Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
	NO
	JENIS SARANA DAN PRASARANA
	JUMLAH
	KONDISI

	
	
	
	Layak
	Tidak Layak

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Gedung Kantor
	
	
	

	1
	Ruang Kerja Pimpinan dan Staf
	5 Ruang
	5 Ruang
	-

	2
	Ruang Pos Jaga
	1 Unit
	1 Unit
	-

	3
	Ruang Rapat
	1 Unit
	1 Unit
	-

	4
	Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan
	1 Unit
	1 Unit
	-

	5
	Ruang Penyimpanan Barang/ Gudang
	4 Ruang
	4 Ruang
	-

	6
	Ruang Sekretariat Penyidik PPNS
	-
	-
	-

	7
	Ruang Sidang Majelis Kode Etik
	-
	-
	-

	8
	Tempat Apel/ Upacara
	1 Tempat
	1 Tempat
	-

	9
	Halaman Parkir
	3 Tempat
	3 Tempat
	-

	
	Kendaraan Operasional
	
	
	

	10
	Sepeda Motor
	13 Unit
	13 Unit
	-

	11
	Mobil Jenis Offroad/ Jeep
	1 Unit
	1 Unit
	-

	12
	Mini Bus
	6 Unit
	6 Unit
	-

	13
	Sedan
	1 Unit
	1 Unit
	-

	14
	Truck Sedang
	1 Unit
	1 Unit
	-

	15
	Truck Pemadam Kebakaran
	4 Unit
	2 Unit
	2 Unit

	16
	Truck Tangki
	1 Unit
	1 Unit
	-

	17
	Mobil Patroli
	2 Unit
	2 Unit
	-

	
	Perlengkapan Operasional
	
	
	

	18
	Tameng
	20 Buah
	20 Buah
	-

	19
	Pentung
	10 Buah
	10 Buah
	-

	20
	Topeng (Masker) Oksigen
	1 Buah
	-
	1 Buah

	21
	Baju Tahan Api
	2 Buah
	2 Buah
	-

	22
	Baju Tahan Panas 
	12 Buah
	12 Buah
	-

	23
	Wearpack rescue
	5 Buah
	5 Buah
	-


Sumber data : Satpol PP Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024

III. Anggaran :
Anggaran Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebesar Rp. 15.367.795.589,- yang dijabarkan kepada Sekretariat dan Bidang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.6
	Kode
	Bidang
	Pagu APBD (Rp)

	1.05.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 
	Rp 6.479.724.907,00

	1.05.02
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Rp 7.758.172.482,00

	1.05.04
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Rp 1.129.898.200,00




1.3 Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifkan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.
Dari permasalahan-permasalahan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani Satpol PP Kabupaten Karanganyar, meliputi :
1. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
2. Belum optimalnya penanganan kebakaran;
3. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam Masyarakat;
5. Masih banyak anggota Satpol PP, Linmas dan Damkar yang belum mempunyai kualitas standar;
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sarpras.

1.4 Landasan Hukum
Di bawah ini beberapa landasan hukum dalam penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.




1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan LKjIP Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan Latar Belakang; Isu-Isu Strategis; Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran; Sistematika Penulisan; Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024; Langkah Perbaikan Internal Satpol PP Kabupaten Karanganyar.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD; Strategi dan Arah Kebijakan; Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024; Perjanjian Kinerja Tahun 2024; Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024
Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi; Efisiensi Anggaran; Inovasi.
BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini menguraikan Kesimpulan dan sasaran


















BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 
Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaran SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana Strategis menjadi landasan dalam penyelenggaran SAKIP. Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tahun) dalam memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan Strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.
Keterkaitan antara prioritas daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :








Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

	1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;
2. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (smart city). 

	
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
	Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.



2.1.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
(Renstra 2024-2026)
	

Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/ Sasaran
	Satuan
	Target 

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026

	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi
	
	Indeks reformasi Birokrasi
	Indeks
	72
	73
	75

	
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	88
	89
	90

	
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	%
	37,5
	38
	38,5

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	%
	48,8
	48,9
	48,9



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam menunjang kelangsungan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Karanganyar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam Masyarakat juga berusaha mensukseskan Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Sasaran dan Prioritas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung tujuan Pembangunan daerah.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024
	TUJUAN DAERAH
	: Meningkatkan Daya Saing Daerah

	INDIKATOR
	: Indeks Daya Saing Daerah

	SASARAN
	: 
	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
2. Meningkatkan kondusifitas wilayah

	INDIKATOR
	Indeks Reformasi Birokrasi

	TUJUAN OPD
	:

	URUSAN
	PROGRAM
	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES)
	TARGET

	
	
	
	2024

	1
	2
	3
	4

	SASARAN 1
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai Sakip OPD
	88

	Non Urusan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
	100

	SASARAN 2
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	37,5

	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Presentase patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	100

	
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Respontime Penanganan Kebakaran
	48,8

	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	100



2.3 PERJANJIAN KINERJA 2024
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi ingka kepada Pimpinan PD sebagai pemberi ingka untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi ingka dan Pimpinan PD sebagai penerima ingka atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Karanganyar dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar sebagai Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan ingkata atas perkembangan/ kemajuan kinerja pimpinan SKPD; dan
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima ingka untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati ingkat. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut juga merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada ingkat tujuan dan/ atau sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

	NO
	TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS 
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1
	Tujuan: 
Meningkatnya Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

	72

	
	Sasaran: 
1. Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan

	Nilai Sakip OPD
	88

	
	2. Meningkatnya kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	37,5

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	48,8



	NO
	PROGRAM
	ANGGARAN
	KET

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.347.239.989
	APBD 

	2
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
	7.465.427.382
	APBD 

	3
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	1.109.898.200
	APBD 












Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

	NO
	TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS 
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	
	Sasaran: 
	
	

	1.
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan

	Nilai Sakip OPD
	88

	2.
	Meningkatnya kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	37,5

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	48,8



	NO
	PROGRAM
	ANGGARAN
	KET

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.479.724.907
	APBD Perubahan

	2
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
	7.758.172.482
	APBD Perubahan

	3
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	1.129.898.200
	APBD Perubahan


 
2.4 RENCANA ANGGARAN
Rencana Anggaran merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana anggaran dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggara serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	NO
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN
	APBD PENETAPAN
	PERUBAHAN APBD

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu
	Target Kinerja
	Pagu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
	
	100%
	14.922.565.571
	100%
	15.367.795.589

	1
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	100%
	14.922.565.571
	100%
	15.367.795.589

	1.05
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	 
	100%
	14.922.565.571
	100%
	15.367.795.589

	[bookmark: _Hlk190870507]1.05.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/  KOTA
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
	100%
	6.347.239.989
	100%
	6.479.724.907

	1.05.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	100%
	15.656.300
	100%
	13.124.300

	1.05.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 
	4 Dokumen
	7.599.200
	4 Dokumen
	5.067.200

	1.05.01.2.01.0004
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
	2 Dokumen
	8.057.100
	2 Dokumen
	8.057.100

	1.05.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Capaian Realisasi Anggaran OPD
	100%
	5.025.000.789
	100%
	5.217.697.207

	1.05.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
	48 Orang/ Bulan
	5.025.000.789
	48 Orang/ Bulan
	5.217.697.207

	1.05.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah
	100%
	274.598.922
	100%
	205.931.922

	1.05.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
	1 Paket
	6.308.400
	1 Paket
	6.308.400

	1.05.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	2 Paket
	8.025.000
	2 Paket
	32.825.000

	1.05.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah logistik kantor yang disediakan
	38 Paket
	47.744.422
	38 Paket
	47.744.422

	1.05.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	9 Paket
	13.612.500
	9 Paket
	13.612.500

	1.05.01.2.06.0006
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah bahan bacaan yang disediakan
	3 Dokumen
	5.865.000
	3 Dokumen
	5.865.000

	1.05.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilksanakan
	1 Laporan
	193.043.600
	1 Laporan
	99.576.600

	1.05.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
	100%
	400.000.000
	100%
	400.000.000

	1.05.01.2.07.0011
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan 
	2 Unit 
	400.000.000
	2 Unit
	400.000.000

	1.05.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	100%
	229.643.478
	100%
	247.043.478

	1.05.01.2.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah penyediaan surat menyurat 
	1 Laporan
	17.763.578
	1 Laporan
	17.763.578

	1.05.01.2.08.0002
	 Penyediaan Jasa Komunikasi,   Sumber Daya Air dan Listrik

	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan
	12 Laporan
	150.000.000
	12 Laporan
	167.400.000

	1.05.01.2.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	12 Laporan
	61.879.900
	12 Laporan
	61.879.900

	1.05.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	100%
	402.340.500
	100%
	395.928.000

	1.05.01.2.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
	23 Unit
	367.276.500
	23 Unit
	360.864.000

	1.05.01.2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
	5 unit
	14.444.000
	5 unit
	14.444.000

	1.05.01.2.09.0011
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara
	1 Unit
	20.620.000
	1 Unit
	20.620.000

	1.05.02
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	100%
	7.465.427.382
	100%
	7.758.172.482

	1.05.02.2.01
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	100%
	6.385.255.700
	100%
	6.678.000.800

	1.05.02.2.01.0003
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
	Jumlah  dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota 
	4 Dokumen
	94.473.000
	4 Dokumen
	194.473.000

	1.05.02.2.01.0004
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
	30 Dokumen
	261.977.700
	30 Dokumen
	354.511.300

	1.05.02.2.01.0005
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 
	315 Orang
	71.670.000
	315 Orang
	422.212.000

	1.05.02.2.01.0015
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli
	365 Kasus
	5.615.035.000
	365 Kasus
	5.678.804.500

	1.05.02.2.01.0016
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	163 Kasus
	30.000.000
	163 Kasus
	30.000.000

	1.05.02.2.02 
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
	Meningkatnya Penegakan Perda 
	100%
	1.075.171.682
	100%
	1.075.171.682

	1.05.02.2.02.0010
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/ perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha
	90 Laporan
	330.500.000
	90 Laporan
	330.500.000

	1.05.02.2.02.0011
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP
	83 Laporan
	744.671.682
	83 Laporan
	744.671.682

	1.05.02.2.03
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya kualitas PPNS
	100%
	5.000.000
	100%
	5.000.000

	1.05.02.2.03.0006
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan
	5 Laporan
	5.000.000
	5 Laporan
	5.000.000

	1.05.04
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 
	100%
	1.109.898.200
	100%
	1.129.898.200

	1.05.04.2.01
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	
	100%
	1.073.065.200
	100%
	1.093.065.200

	1.05.04.2.01.0002
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota
	12 Bulan
	1.011.247.000
	12 Bulan
	1.031.247.000

	1.05.04.2.01.0007
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
	67 Orang
	16.745.000
	67 Orang
	16.745.000

	1.05.04.2.01.0017
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait
	1 Unit
	45.073.200
	1 Unit
	45.073.200

	1.05.04.2.02
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	Jumlah Bulan Terpenuhinya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	100%
	10.000.000
	100%
	10.000.000

	1.05.04.2.02.0001
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran
	3 Dokumen
	10.000.000
	3 Dokumen
	10.000.000

	1.05.04.2.04
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	
	100%
	26.833.000
	100%
	26.833.000

	1.05.04.2.04.0002
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya 
	3 Desa/ Kelurahan
	26.833.000
	3 Desa/ Kelurahan
	26.833.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini adalah memberikan gambaran secara singkat atas apa yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintahan sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dalam mewujudkan misi organisasi yang telah ditetapkan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang dimiliki.
Dalam era transparansi dan keterbukaan informasi ini, pelaksanaan kerja instansi pemerintah dalam membelanjakan anggaran kegiatan yang mereka terima harus mampu dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai aturan yang ada serta akuntabel, karena ingkatat mempunyai hak untuk memonitor dan bertanya tentang sejauh mana hasil kinerjanya. Sisi positif dari hal ini adalah bahwa tiap instansi mulai berbenah diri dalam memperbaiki metode kerjanya guna tercapainya kinerja yang lebih baik dan mulai berhati-hati dalam penggunaan anggarannya dengan harapan bahwa apa yang telah dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran ini dapat mencapai kinerja yang diharapkan dan akuntabel.
Untuk memperjelas ingkat capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Karanganyar maka dilakukan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel Kategori Capaian Kinerja
	NO
	KATEGORI
	CAPAIAN KINERJA

	1.
	Melebihi Target
	>100%

	2.
	Sesuai Target
	Tepat 100%

	3.
	Dibawah Target
	<100%







Adapun setiap pernyataan kinerja sasaran yang telah ditetapkan tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
Tabel 3.1
Tabel Capaian Indikator Utama sebagai berikut :
	NO
	
SASARAN
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2024
	KATEGORI
	SUMBER DATA

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	88
	70,75*
	80,39
	Dibawah Target
	SATPOL PP KRA

	2
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	%
	37,5
	38
	101,3
	Melebihi Target
	SATPOL PP KRA

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	%
	48,8
	69,4
	142,2
	Melebihi Target
	SATPOL PP KRA

	RATA-RATA
	107,9
	Melebihi Target
	SATPOL PP KRA



Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sasaran diatas bahwa :
a. Realisasi Tahun 2024 Indikator Nilai Sakip OPD menggunakan realisasi tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai;
b. Indikator Presentase peraturan daerah yang ditegakkan dari target 37,5%, tercapai 38% atau dalam kategori “Melebihi Target”;
c. Indikator Respontime Penanganan Kebakaran dari target 48,8%, tercapai 69,4% atau dalam kategori “Melebihi Target”.







2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel 3.2
Tabel Perbandingan dengan tahun yang lalu :
	NO
	SASARAN
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	Realisasi Capaian
	2024

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Target
	Capaian
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	75,18
	70,70
	70,75
	88
	70,75*
	80,39

	2
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	%
	35
	35
	38
	37,5
	38
	101,3

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	%
	72,04
	52,6
	57,47
	48,8
	69,4
	142,2



Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 adalah 70,75. Nilai SAKIP untuk Tahun 2024 belum diketahui karena belum ada review dari Inspektorat Kabupaten Karanganyar terhadap LKJiP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
Pada pencapaian sasaran Meningkatkan kondusifitas wilayah yaitu pada indikator Presentase peraturan daerah yang ditegakkan pada tahun 2024 tercapai realisasi 38, tidak ada peningkatan karena pada tahun 2023 juga realisasi 38. 
Sasaran Meningkatkan kondusifitas wilayah yaitu pada indikator Respontime Penanganan Kebakaran pada tahun 2024 tercapai realisasi 69,4, meningkat 1,2% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian realisasi 57,47.







3) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra
Tabel 3.3
Tabel Capaian Sasaran Strategis
	NO
	SASARAN
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2024
	Akhir Renstra
	Capaian terhadap target akhir renstra 2026

	
	
	
	
	Target
	Capaian
	%
	Target
	%

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	88
	70,75*
	80,39
	90
	78,6*

	2
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	%
	37,5
	38
	101,3
	38,5
	98,7

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	%
	48,8
	69,4
	142,2
	48,9
	141,9




4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi provinsi/ nasional
Tabel 3.4
Tabel perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi provinsi/ nasional
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA 
	CAPAIAN

	
	
	SATPOL PP KRA
	PROVINSI
	NASIONAL

	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Hasil Penilaian Oleh Inspektorat Daerah Kab. Karanganyar
	-
	-

	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	38
	-
	-

	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	69,4
	 -
	 -



Indikator kinerja pada Satpol PP tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi provinsi dan nasional karena tidak ada target yang terkait langsung dengan IKU pada Satpol PP Kabupaten Karanganyar.

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Tabel 3.5
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
	
No
	
Sasaran
	
Indikator Kinerja
	
Target
	
Realisasi
	% Capaian
	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
	Solusi yang Dilakukan

	1.
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	88
	70,75*
	80,39
	Di Bawah Target
	· Meningkatkan implementasi SAKIP dengan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

	2
	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan
	37,5
	38
	101,3
	Melebihi Target
	

	
	
	Respontime Penanganan Kebakaran
	48,8
	69,4
	142,2
	Melebihi Target
	
-




6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja
	Sasaran
	Capaian Kinerja (%)
	Penyerapan Anggaran (%)
	Efisiensi Anggaran (%)

	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan
	80,39
	
95,97
	
4,03

	Meningkatkan kondusifitas wilayah
	101,3
	96,95
	3,05

	
	142,2
	98,64
	1,36



Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai Sakip tertuang dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 6.479.724.907 sedangkan realisasianggaran sebesar 6.218.976.308 atau 95,97 %. Hal ini berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,03 % dari pagu yang dianggarkan.
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kondusifitas wilayah dengan indikator presentase peraturan yang ditegakkan tertuang dalam Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar 7.758.172.482 sedangkan realisasi anggaran sebesar 7.521.673.648 atau 96,95 %. Hal ini berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,05 % dari pagu yang dianggarkan. 
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kondusifitas wilayah dengan indikator Respontime Penanganan Kebakaran tertuang dalam Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar 1.129.898.200 sedangkan realisasi anggaran sebesar 1.114.533.500 atau 98,64 %. Hal ini berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,36 % dari pagu yang dianggarkan.

7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Tabel 3.7
Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
	
NO
	
PROGRAM/
KEGIATAN
	KEUANGAN
	% FISIK

	
	
	ANGGARAN
(Rp)
	REALISASI
(Rp)
	%
	

	
	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	6.479.724.907
	6.218.976.308
	95,97
	95,97

	1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	13.124.300
	12.928.300
	98,10
	98,10

	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.217.697.207
	5.016.970.010
	96,15
	96,15

	3
	Administrasi Umum Perangkat daerah
	205.931.922
	196.281.565
	95,9
	95,9

	4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	400.000.000
	397.590.500
	99,4
	99,4

	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	247.043.478
	231.453.213
	96,89
	96,89

	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	395.928.000
	363.752.720
	95,71
	95,71

	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	7.758.172.482
	7.521.673.648
	96,95
	96,95

	7
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	6.678.000.800
	6.496.911.448
	96,13
	96,13

	8
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota 
	1.075.171.682
	1.024.762.200
	95,78
	95,78

	9
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota 
	5.000.000
	-
	0
	0

	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 
	1.129.898.200
	1.114.533.500
	98,64
	98,64

	10
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	1.093.065.200
	1.077.830.500
	98,7
	98,7

	11
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	10.000.000
	9.870.000
	98,70
	98,70

	12
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	26.833.000
	26.833.000
	100
	100

	
	JUMLAH
	15.367.795.589
	14.855.183.456
	96,66
	96,66



Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan, tangkat rata-rata keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024 tercapai 96,66 % atau termasuk dalam kategori “Berhasil”.



3.2 REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun anggaran 2024, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 15.367.795.589,- (Lima belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai Rp. 5.217.697.207,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. Rp. 9.388.100.182,00
3. Belanja Modal Rp. 761.998.200,00
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung adalah sebagai berikut :
sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
	NO
	NAMA KEGIATAN
	ANGGARAN

	
	
	

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	%

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4 
	5

	[bookmark: _Hlk190870560]1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.479.724.907
	6.218.976.308
	95,97

	2
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	5.067.200
	4.881.200
	96,33

	3
	 
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
	8.057.100
	8.047.100
	99,88

	4
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.217.697.207
	5.016.970.010
	96,15

	5
	 
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	6.308.400
	6.243.400
	98,97

	6
	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	32.825.000
	32.400.000
	98,71

	7
	
	Penyediaan bahan logistik kantor
	47.744.422
	47.744.422
	100

	8
	 
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	13.612.500
	13.612.500
	100

	9
	 
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	5.865.000
	5.055.000
	86,19

	10
	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	99.576.600
	91.226.243
	91,61

	11
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	400.000.000
	397.590.500
	99,40

	12
	
	Penyediaan jasa surat menyurat
	17.763.578
	17.763.578
	100

	13
	 
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	167.400.000
	151.809.735
	90,69

	14
	 
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	61.879.900
	61.879.900
	100

	15
	 
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	360.864.000
	329.382.720
	91,28

	16
	 
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	14.444.000
	14.065.500
	97,38

	17
	 
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung  gedung kantor atau bangunan lainnya
	20.620.000
	20.305.000
	98,47

	18
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	7.758.172.482
	7.521.673.648
	96,95

	19
	 
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
	194.473.000
	173.950.000
	89,45

	20
	 
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	354.511.300
	337.170.148
	95,11

	21
	 
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	422.212.000
	417.407.600
	98,86

	22
	 
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
	5.676.804.500
	5.538.476.500
	97,56

	23
	 
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	30.000.000
	29.907.200
	99,69

	24
	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	330.500.000
	320.563.200
	96,99

	25
	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	744.671.682
	704.199.000
	94,57

	26
	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	5.000.000
	-
	0
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	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	1.129.898.200
	1.114.533.500
	98,64

	28
	 
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 
	1.031.247.000
	1.017.141.500
	98,63

	29
	 
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
	16.745.000
	16.745.000
	100

	30
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	45.073.200
	43.944.000
	97,49

	31
	
	Pendataan Sarana Prasarana Melalui Proteksi Kebakaran
	10.000.000
	9.870.000
	98,70

	32
	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
	26.833.000
	26.833.000
	100

	JUMLAH
	15.367.795.589
	14.855.183.456
	96,66



· Untuk Realisasi anggaran dari anggaran Rp. 15.367.795.589,- dan terealisasi Rp. 14.855.183.456,- dengan capaian anggaran yang terserap sebesar 96,66 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran  telah dilaksanakan dan dikelola secara efisien.















BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Bab III diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dengan indikator Nilai Sakip belum diketahui, karena masih menunggu hasil riview dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Sasaran Strategis Meningkatnya kondusifitas wilayah dengan Indikator Presentase peraturan daerah yang ditegakkan dari target 37,5%, tercapai 38% atau dalam kategori “Melebihi Target”;
3. Sasaran Strategis Meningkatnya kondusifitas wilayah dengan Indikator Respontime Penanganan Kebakaran dari target 48,8%, tercapai 69,4% atau dalam kategori “Melebihi Target”;
4. Penyerapan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 15.367.795.589,-  terealisasi sebesar Rp. 14.855.183.456,- dengan demikian capaian anggaran yang terserap sebesar 96,66 %.

4.2 REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, masih diperlukan peningkatan kinerja sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Memaksimalkan fungsi PPNS melalui pendayagunaan dan pengadaan PPNS baru; 
3. Menyelenggarakan persidangan bagi pelanggar Perda dan Perkada;
4. Menyelenggarakan pemantauan situasi wilayah dan pemantauan kerawanan gangguan ketertiban umum dan pemantauan terhadap masyarakat yang disinyalir melakukan tindak pelanggaran perda;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota Pemadam Kebakaran;
6. Meningkatkan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
7. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini di buat yang pada prinsipnya dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki sudah dilaksanakan secara optimal dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal. Dan diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Karanganyar.


Karanganyar,   Februari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR


BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda 
NIP. 19780403 199703 1 003
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